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ABSTRAK

Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah,
Lain-Lain PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

Oleh:
Devy Romadhoni Waujiyah
18210054

Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui pengaruh penerimaan pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan sempel
yaitu sumber-sumber penerimaan daerah yakni berupa pajak daerah, retribusi
daerah, hasil kekayaan daerah, dan lain-lain PAD di Kabupaten Sukoharjo. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan anggaran dari 2016 sampai
2020 mulai dari bulan Januari sampai Desember. Teknik analisis data yang
digunakan yakni analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier
berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun retribusi tidak berpengaruh positif
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, lain-lain PAD
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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ABSTRACT

Analysis of the Effect of Regional Taxes, Regional Levies, Regional Wealth
Results, Other PAD on Original Regional Revenues of Sukoharjo Regency
2016-2020

By:
Devy Romadhoni Waujiyah

18210054

This study was conducted to determine the effect of local tax revenues, regional
levies, the results of separated regional wealth management, and other PAD on
Regional Original Income (PAD). This study uses a sample, namely the sources of
regional revenue in the form of local taxes, regional levies, regional wealth results,
and other PAD in Sukoharjo Regency. The data used in this study are budget reports
from 2016 to 2020 starting from January to December. The data analysis technique
used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear
regression, hypothesis testing, and coefficient of determination.

The results of the analysis show that local taxes, the results of separated regional
wealth management, and others PAD have a significant effect on Regional Original
Income (PAD), but levies do not have a significant positive effect on Regional
Original Income (PAD).

Keywords: regional taxes, regional levies, regional wealth results, other PAD and
Regional Original Income (PAD)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai anggaran pendapatan yang digunakan untuk setiap
kepentingan negara maupun daerah. Pendapatan negara merupakan kumpulan dari
pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pendapatan daerah sendiri dikelola oleh
pemerintahan daerah. Pendapatan yang dihasilkan oleh daerah biasanya di sebut
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah
dikehendaki untuk melaksanakan otonomi daerah guna untuk mencari sumber
penerimaan atau pendapatan agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah.
Sumber pendapatan asli daerah dari berbagai macam, mulai dari retribusi daerah,
pajak daerah, pengelolaan hasil kekayaan yang di pisahkan, dan lain-lain PAD.
Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat untuk
penyelenggaraan pemerintahannya.

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai
daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang
lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa
kabupaten hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya
dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara
professional. Terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Diketahui peran pajak pada suatu negara sangat lah penting didalam
perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan
berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Kebijakan pemerintah
dalam pajak ini sangatlah penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan
negara itu sendiri

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan
yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.

Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi



oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan dan
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta hasil kekayaan daerah yang
dipisahkan yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Pajak daerah
dan retribusi daerah dalam hal ini diatur dalam UU No. 183 Tahun 1997 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah sebagimana telah diubah dengan UU No. 34
Tahun 2000 dan terkini dengan UU No.28 Tahun 2009.

Otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan
daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah keinginan
sebab sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah
sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting. Perubahan pola hubungan
yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah
memberikan implikasi yang cukup segnifikan, seperti dalam pengelolaan keuangan
yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan
desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah sebagai
pemaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Warsini, 2019). Pendapatan Asli
Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan
lebih tinggi serta tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga mendorong
perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Salah satunya usaha untuk
meningkatkan penerimaan daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan antara
lain pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan lain-lain PAD. Hal ini sesuai Undang-undang nomor 24 Tahun 2014 bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD.

Pajak daerah pada umumya berfokus pada alokasi sumber daya dengan tujuan
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pajak harus memiliki target
setiap tahunnya karena pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) apabila realisasinya dapat melebihi target (Yahaya & Agusta,
2020). Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang



mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang
diberikan olen pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang
dibayarkannya. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis
pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan
jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis
pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan
pemerintahan yang lebih tinggi. Semakin tinggi potensi pajak daerah maka
kontribusi pajak daerah tersebut semakin besar dalam memenuhi belanja daerah.
Retribusi daerah sebagai komponen lain yang juga termasuk komponen Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah
daerah, setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami
wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi
daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Kontraprestasi pada pajak daerah jika tidak diberikan secara langsung, maka pada
retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah
kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa
besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Hal
ini sering dijumpai bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh lebih kecil
dari dana perimbangan (Yahaya & Agusta, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan salah satu sumber kekayaan daerah yang nyatanya akan berpengaruh
terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang di lakukan (Sri Mulyani &
Ramdini, 2021) berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa
besarnya kekayaan yang dimiliki suatu daerah tidak menunjukkan keterkaitan
antara kinerja keuangan yang dihasilkan daerah namun intergovernmental revenue
(pendapatan daerah) yang lebih berperan dalam menunjukkan kinerja keuangan,
artinya kekyaan daerah tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya tentu mengalami kenaikan dan
penurunan, namun di tahun 2020 Indonesia terkena wabah virus Covid-19. Virus
Covid-19 ini mengakibatkan pendapatan di setiap daerah mengalami penurunan.

Kabupaten Sukoharjo juga mengalami dampak dari adanya virus Covid-19, mulai



dari banyak pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mulai
gulung tikar, banyak PT (Perseroan Terbatas) yang mengurangi jumlah karyawan
dan mengakibatkan banyaknya pengangguran, banyak tempat perbelanjaan yang di
batasi, dan tempat rekreasi yang di tutup, banyak anggaran yang di keluarkan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan kesehatan, serta bantuan yang harus
dikeluarkan untuk masyarakat yang terpapar virus Covid-19, dengan adanya
pembatasan aktivitas dan beberapa penurunan yang terjadi maka dapat
mempengaruhi pendapatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun
2020 tentunya juga mengalami penurunan, sehingga pemerintah Kabupaten
Sukoharjo memberikan kelonggaran fiskal guna mengurangi beban masyarakat
yang terdampak dari pandemi Covid-19. Kelonggaran fiskal yang di keluarkan
tersebut mulai dari pengurangan, pembebasan dan penundaan jatuh tempo. Akibat
dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah ini realisasi daerah mengalami
penurunan, sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sukoharjo terancam
tidak tercapai. Pendapatan terbesar yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yakni dari Pajak Bumi Bangunan (BPHTB), pajak daerah, dan retribusi
derah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 ini di tafsir senilai Rp.
342 Miliar, namun dengan adanya dispensasi fiskal ini pemerintah Kabupaten
Sukoharjo menyatakan akan kehilangan pemasukan senilai Rp. 4 Miliar.

Bupati Kabupaten Sukoharjo mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan wajib
pajak di Kabupaten Sukoharjo hendaknya dapat ditingkatkan lagi, Rasio
kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo masih sangat
rendah yaitu hanya sekitar 5% artinya 95% pendapatan Kabupaten Sukoharjo
berasal dari Pusat dan Provins Jawa Tengah.



Tabel 1.1 Realisasi Dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran Pendapatan Asli Realisasi Pendapatan Asli
Daerah Daerah
2016 314.896.567.000,00 335.071.057.676,00
2017 391.127.036.000,00 464.567.409.857,00
2018 348.388.683.000,00 433.485.481.219,00
2019 359.679.145.000,00 458.742.223.869,00
2020 342.723.550.000,00 338.540.567.890,00

Sumber: Dispenda Sukoharjo

Tabel realisasi dan anggaran pendapatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016-2020 yang
menunjukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar terdapat
pada Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp 391.127.036.000,00 dan realisasi
pendapatan asli daerah sebesar Rp 464.567.409.857,00 sedangkan penerimaan
terkecil terdapat pada Tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp 314.896.567.000,00
dan realisasi sebesar Rp 335.071.057.676,00 namun masih mengalami kenaikan
penerimaan, sedangkan pada tahun 2020 anggaran PAD sebesar Rp.
342.723.550.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 338.540.567.890,00 yakni

mengalami penurunan.

Alasan penulis memilih Kabupaten Sukoharjo sebagai objek karena sebagai
salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo memiliki
sumber daya yang cukup besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya
alamnya seperti di bidang: pertanian, kehutanan dan perikanan. Dengan
diberikannya otonomi luas kepada Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan
penyelenggaraan otonomi daerah yang digariskan dalam undang-undang nomor 32
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang saat ini telah berubah menjadi

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka
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Kabupaten Sukoharjo harus mampu mencermati, mengidentifikasi, menggali dan

mengembangkan berbagai potensi yang belum seluruhnya tergali secara optimal.

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, peranan pendapatan
daerah merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap jalannya
progres pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai daerah yang memiliki
potensi cukup besar di antaranya dibidang perkebunan, perhutanan, perikanan,
perdagangan, dan penangkaran sarang burung wallet. Kabupaten Sukoharjo
merupakan daerah yang menjanjikan menjadi daerah yang berkehidupan yang
damai dengan perekonomian masyarakat yang memadai menuju sejahtera lahir dan
bathin. Hal ini sesuai dalam pola dasar dan program pembangunan daerah

Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam visi Kabupaten Sukoharjo.

Penjelasan mengenai pajak dan retribusi daerah didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh (Effendi, 2018) bahwa pajak daerah dan retribusi daerah
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan
oleh (Asih & Irawan, 2018), diketahui bahwa peranan sektor pajak daerah dan
retribusi daerah memiliki kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Pemerintah daerah dituntut membangun berbagai sarana publik masyarakat
melalui hasil dari penerimaan pajak serta retribusi, tetapi terdapat beberapa
penelitian yang bertentangan dan menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki
tingkatan pengaruh yang berbeda dengan retribusi daerah. Hasil penelitian (Hafandi
& Romandhon, 2020), menunjukan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang
signifikan, sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan.
Penelitian yang dilakukan oleh (Suharyadi et al., 2018) juga sependapat dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Hafandi & Romandhon, 2020) bahwa pajak daerah
memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),
sedangkan retribusi memberikan kontribusi  yang sangat rendah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian, dan dengan

adanya pandemi Covid-19 penulis tertarik ingin mengetahui pendapatan asli daerah



Kabupaten Sukoharjo selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL KEKAYAAN
DAERAH, DAN LAIN-LAIN PAD TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2020.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan
penelitian ini adalah
1) Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020?
2) Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020?
3) Apakah hasil kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-
2020?
4) Apakah lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020.

2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020.

3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kekayaan daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-
2020.

4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan lain-lain PAD terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-
2020.



D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dapat memberikan solusi bagi semua pihak yang
memiliki kepentingan di bidang tersebut. Berikut manfaat penulisan penelitian:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dan pengetahuan
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (PAD),
serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis
Pada penulisan penelitian ini dapat memberikan berbagai wawasan bagi
penulis untuk mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo.
b. Bagi perguruan Tinggi
penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan referensi
bagi peneliti yang mengambil tema sejenis dengan penelitian ini.
c. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi
pengembangan lembaga pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo,

khususnya bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD).



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1.

Teori yang Relevan
a) Stewardship Theory

Penelitian ini menggunakan stewardship theory. Stewardship
theory menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan
pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi
(Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan
tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan
kesuksesan organisasi. Menurut (Eksandy et al., 2019) teori
Stewarship lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih tertuju pada
sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan
mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan
kesuksesan organisasi. Pemerintah dalam hal ini selaku steward
sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal sebagai
pemilik sumber daya, maka terjadi kesepakatan yang terjalin antara
pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan
kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan
berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan
untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Teori stewardship dapat diterapkan pada
penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sejak awal
telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi
hubungan antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal). Hal
ini menandakan bahwa stewardship theory sesuai apabila
diterapkan pada sektor pajak, dimana dalam perpajakan terdapat

kesepakatan antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal)



b)

berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi,
meskipun kepentingan antara pemerintah dan rakyat berbeda,
namun sebagai steward, pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai
kebersamaan. Hal ini dikarenakan antara pemerintah dan rakyat
memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan
masyarakat

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi menjadi grand teori dalam penelitian ini,
masyarakat atau publik yang berada dalam posisi prinsipal
memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan
pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan
kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah
diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarkat
melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk
menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan
masyarakat. Dua sisi kepentingan yang berbeda ini seringkali
menimbulkan konflik, publik seringkali tidak puas dengan hasil
kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sedangkan
pemerintah daerah selaku agen tidak selalu memiliki kepentingan
yang sama dan agen cenderung melakukan suatu tindakan untuk
memaksimalkan utilitasnya, maka diperlukan regulasi untuk
mengatur perbedaan kepentingan ini. Hubungan rakyat dengan
pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu
hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh
rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai
agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.
Teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan
masyaraka . Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan
sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak,
retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini
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sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat
dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh
pemerintah daerah itu sendiri, untuk mengawasi perilaku
pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah.
Rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah
melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui
laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah,
rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus
mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah

bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Pendapatan Asli Daerah dan Ruang Lingkunganya
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang
dimaksud dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), selanjutnya
disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang
dimaksud dengan pendapatan daerah menurut UU No0.33 Tahun
2004 adalah pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya
sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula
kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk
melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Nasir, 2019).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau

penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari
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b)

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena
itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut
seintensif mungkin.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat bahwa di
antara semua komponennya, pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan penyumbang terbesar, sehingga munculah anggapan
bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak
daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah lebih cenderung
mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang di peroleh dari pajak daerah dan retribusi daerah di
bandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) lainya, termasuk laba badan usaha milik daerah yang
berasal dari hasil kekayaan daerahdan pendapatan lain-lainya yang
sah, meskipun sumber-sumber tersebut memiliki potensi yang
besar di setiap daerah masing-masing.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber

keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang

bersangkutan yang terdiri dari:

1) Hasil pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai bayaran
atas jasa atau pemeberian izin tertentu yang khusus disediakan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

pribadi atau badan.
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3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni
penerimaan yang di dapatkan dari hasil kekayaan daerah yang
dipisahkan.

4) Lain-lain PAD, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah
yang berasal dari lain-lain pemilikan pemerintah daerah (pasal
157 Undang-undang nomor 32 tahun 2004).

3. Pengertian Pajak Daerah (PAD) dan Ruang Lingkupnya

a)

b)

Dasar Hukum
Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah
undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah.
Pajak Daerah
Menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa pajak daerah
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang daapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran
pemerintah daerah dan pembangunan darah.
Ciri-Ciri Pajak Daerah
Adapun ciri-ciri pajak daerah yang membedakanya dengan pajak
pusat:
1) Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak
pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2) Pajak daerah hanya di pungut di daerah yang dikuasainya.
3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau
pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4) Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dan
undang-undang sehingga pajaknya dapat di paksakan kepada
subjek pajaknya.
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d) Jenis pajak dan objek pajak
Pajak daerah dibagi menjadi dua macam yakni
1) Pajak provinsi, terdiri dari:
» Pajak kendaraan bermotor
» Bea balik kendaraan bermotor
» Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
» Pajak air permukaan
» Pajak rokok
2) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari:
» Pajak hotel
Pajak hiburan
Pajak restoran
Pajak reklame
Pajak penerangan jalan
Pajak mineral bukan logam dan batuan
Pajak parker
Pajak air tanah
Pajak sarang burung wallet

VvV V. V V V V V V V¥V

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

» Bea perolehan ha katas tanah dan bangunan
Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi
tetapi tidak terbagi dalam dalam daerah kabupaten atau kota
otonom, seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jenis pajak
yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah

provnsi dan pajak daerah untuk daerah kabupaten atau kota.
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4. Retribusi Daerah dan Ruang Lingkupnya

a)

b)

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada
negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi
penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan
bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang
menikmati balas jasa dari negara. Menurut UU No. 18 Tahun 1997
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No.
28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah. Retribusi
daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

Menurut (Asih & Irawan, 2018) Restribusi daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut
dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar
retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh
retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit
yang dikelolah oleh pemerintah.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Umum
Merupakan pungutan atasa pelayanan yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk
kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan. Adapun jenis retribusi umum sebagai berikut
» retribusi pelayanan kesehatan

> retribusi pelayanan persampahan/kebersiham
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>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk
dan akta catatan sipil

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

retribusi pelayanan pasar

retribusi pengujian kendaraan bermotor

retribusi pemeriksann alat pemadam kebakaran
retribusi penggantian biaya cetak peta

retribusi penyediaan dan penyedotan kakus

retribusi pengolahan limbah cair

retribusi pelayanan tera

retribusi pelayanan pendidikan

retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang di kenakan atas jasa uang digolongkan sebagai

retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan

menganut prinsip komersial yang meliputi:

>

>

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan
kekayaan daerah yang belum di manfaatkan secara
optimal
Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum
disediakan secara memadai oleh puhak swasta.
Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut :

e Retribusi pemakaian kekayaan daerah

e Retribusi pasar grosir dan pertokoan

e Retribusi tempat pelelangan

e Retribusi terminal

e Retribusi tempat khusus parkir

e Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau

vila
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3)

4)

e Retribusi rumah potong hewan
e Retribusi pelayanan kepelabuhan
¢ Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
e Retribusi penyebrangan di air
¢ Retribusi penjualan produksi usaha daerah
Retribusi perizinan tertentu
Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan
sebagai retribusi perizinan tertrntu. Objek retribusi perizinan
tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah
daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan
menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan. Adapun Jenis retribusi perizinan tertentu sebagai
berikut:
» Restribusi izin mendirikan bangunan
» Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
» Retribusi izin gangguan
» Retribusi izin trayek
» Retribusi izin usaha perikanan
Tata Cara Pemungutan Retribusi
Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang
dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langanan.
Retribusi tertentu dalam hal ini wajib membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan saksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi
Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana di

17



5.

dahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan
pemungutan retribusi di tetapkan dengan peraturan kepala
daerah.

5) Daluwarsa Penagihan Retribusi
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi daluwarsa
setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangan retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan

tindakan pidana di bidang retribusi.

Hasil Kekayaan Daerah
Hasil kekayaan daerah yang biasa disebut Hasil kekayaan
daerahjuga termasuk dalam pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada
pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yakni pendapatan laba yang dihasilkan oleh pengelolaan
kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD, maka jika pengelolaan
tersebut menghasilkan laba, laba tersebut yang di masukan sebagai
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jenis-jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai
berikut:
a) Laba yang disertakan dari modal perusahaan milik daerah
(BUMD).
b) Laba yang disertakan dari modal perusahaan milik negara
(BUMN).
c) Laba yang disertaan dari modal perusahaan milik swasta dan
kelompok usaha yang di miliki masyarakat.
d) Laba dari perusahaan milik daerah.
e) Laba dari lembaga bagian keuangan bank.
f) Laba atas penyertaan modal investasi.
g) Laba atas perusahaan milik daerah.
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6.

Adapun jenis lain yang merupakan hasil pengelolaan kekayaan
daerah antara lain: laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
pemerintah daerah terbiasa bergantung dengan laba yang berasal dari
BUMD. Semakin tinggi potensi suatu daerah meningkat dan berkembang
pesat, semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi
laba untuk usaha daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kekayaan yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan
dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran
belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertangung
jawabkan sendiri, dalam hasil ini laba perusahann daerah merupakan
salah satu dari pada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya
atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka
dengan sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang
khusus yang dimaksudkan dapat menambah pendapatan daerah
disamping itu tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang semua
kegiatanya di titik beratkan kearah pembangunan daerah khususnya dan
pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan
kesenangan kerja dalam perusahaan untuk menuju masyarakat yang adil
dan makmur. Pengelolaan perushaan oleh karena itu dalam batas-batas
tertentu harus bersifat professional dan harus tetap bepegang prinsip

ekonomi secara umum.

Lain-lain PAD

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga,
keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan

atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadulu sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini,

dalam penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa hasil penelitian yang sudah

dilakukan terdapat beberapa perbedaan. Penelitian terdahulu yang di ambil

sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No | Penulis Judul | Variabel | Variabel Alat Hasil
dan X Y Analisis
tahun
1. | (Hafandi | Pengaruh | pajak Pendapat | Analisis | Pajak
& pajak daerah an asli Regresi | daerah
Romand | daerah, | (X1), daerah Linier berpengar
hon, hasil hasil (PAD) Bergand | uh
2020) pengelol | pengelol | (Y) a signifikan
aan aan terhadap
kekayaan | kekayaan PAD,
daerah daerah Pengelola
yang yang an
dipisahk | dipisahk Kekayaan
an, an (X2), daerah
retribusi | retribusi yang di
daerah daerah(X pisahkan
dan 3) dan tidak
lain;lain | lain-lain berpengar
pendapat | pendapat uh
anyang | anyang signifikan
sah sah (X4) terhadap
terhadap PAD,
pendapat retribusi
an asli daerah
daerah di tidak
kabupate berpengar
n uh
Wonoso terhadap
bo PAD, dan
lain-lain
pendapata
n daerah
berpengar
uh
signifikan
terhadap
PAD.
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(Hasibua | Analisis | pajak Pendapat | Analisis | Terdapat
n, 2020) | pengaruh | daerah an asli Regresi | pengaruh
pajak (X1), daerah Linier pajak
daerah, retribusi | (PAD) Bergand | daerah
retribusi | daerah (YY) a retribusi
daerah (X2) dan daerah
dan lain- | lain-lain dan lain-
lain pendapat lain
pendapat | an asli pendapata
an asli daerah n daerah
daerah yang sah yang sah
yang sah | (X3) berpengar
terhadap uh
(PAD) di signifikan
provinsi terhadap
Jawa pendapata
Barat n asli
daerah
(PAD)
Riana Pengaruh | penerima | Pendapat | Analisis | Hasil
(2017) penerima | an an Asli deskripti | pengujian
an pajak | retribusi | Daerah f, regresi
daerah daerah (PAD) analisis | retribusi
dan (X1) dan | (Y) Linier daerah
retribusi | pajak Bergand | berpengar
daerah daerah a, uji uh sangat
terhadap | (X2) asumsi signifikan
peningka Klasik terhadap
tan dan uji pendapata
pendapat hipotesis | n asli
an asli daerah .
daerah Retribusi
(PAD) daerah
di kota berpengar
Medan uh
signifikan
terhadap
pendapata
n asli
daerah.
(karyadi | Pengaruh | Pengaruh | Pendapat | Analisi Pengaruh
&muham | penerima | penerima | an Asli regresi pajak
mad an pajak | an pajak | Daerah linier daerah
2020) daerah daerah (PAD) berganda | terhadap
dan (X1), (Y) pendapata
retribusi | pengaruh n asli
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daerah retribusi daerah
terhadap | daerah dikabupat
pendapat | (X2) en
an asli Lombok
daerah Timur
(PAD) di (2008-
kabupate 2017)
n secara
Lombok parsial
timur pajak
tahun daerah
(2008- berpengar
2017) uh
signifikan
terhadap
PAD.
Pengaruh
retribusi
daerah
terhadap
PAD di
Lombok
disimpulk
an bahwa
secara
parsial
retribusi
daerah
berpengar
uh tidak
signifikan
terhadap
PAD.
(Warsini, | Analisis | pajak Pendapat | Analisis | Pajak
2019) pengaruh | daerah an Asli regresi daerah
pajak (X1), Daerah linier berpengar
daerah, Retribuss | (PAD) berganda | uh
Retribuss | i daerah | (YY) Signifikan
i daerah, | (X2), terhadap
dan dan PAD,
pengelol | pengelol Retribusi
aan aan daerah
kekayaan | kekayaan berpengar
daerah daerah uh
terhadap | (X3) signifikan
pendapat terhadap
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an asli PAD, dan
daerah di Pengelola
kabupate an
n klaten kekayaan
periode daerah
2011- juga
2017 memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
(PAD).
Sumber data : Muhammad 2020, Hafandi 2020, Rifkah 2020, Warsini 2019.
Riana 2017.

Kerangka Pikir

Berlakunya kewenangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat
dimana, pemerintah daerah berhak mengatur dan membuat kebijakan
daerahnya sendiri dalam menata rumah tangga daerahnya masing-masing
setelah dicantumkan dalam Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah dan juga terdapat pada Undang-undang No. 33 tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengatur dalam menjalankan roda pemerintahan
dalam peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan daerah sebagai
wujud Kkerja pemerintah daerah itu telah terealisasi. Pemerintah dalam
meningaktakan itu pemerintah daerah meningkatkan sumber pendanaan dari
daerah masing-masing yaitu Pendapatan Asli Daerah dimana komponan
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
PAD. Penulis ingin meneliti sebarapa besar pengaruh pajak dearah, retribusi
daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD

terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Sukoharjo.
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Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat di
gambarkan sebagai berikut:

X1

Pajak Daerah

X2

Retribusi Daerah

Y

X3 Pendapatan
Asli Daerah

Hasil Kekayaan
Daerah

X4

Lain-lain PAD

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir
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D. Hipotesis

1.

H1: Penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setelah dilakukan penelitian melalui analisis data yang relevan dan
kebenaranya, maka akan diketahui dugaan atau jawaban hipotesis
sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenaranya. Pajak
sebagai sumber pendapatan adalah salah satu instrumen yang sangat
penting dalam desentralisasi fiskal, karena mencerminkan seberapa
besar otoritas pendapatan yang dimiliki suatu tingkat pemerintahan.
Pencapaian pendapatan pajak daerah semakin tinggi maka akan
mempengaruhi pendapatan asli daerah. hal ini di dukung dengan
penelitian yang dilakukan (Hafandi & Romandhon, 2020) yang
berjudul “Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah
terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Wonosobo” menyatakan
bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

H2: Penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang
dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kontribusi pada retribusi daerah
merupakan komponen dari penerimaan daerah karena dapat
memberikan tiga golongan yakni: retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Apabila golongan tersebut
ditingkatkan maka akan mengalami peningkatan dan akan berpengaruh
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini didukung dengan hasil
penelitian yang di lakukan (Warsini, 2019) yang berjudul “Analisis
pengaruh pajak daerah, retribussi daerah, dan pengelolaan kekayaan
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten periode
2011-2017” menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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3.

H3: Penerimaan hasil kekayaan daerah berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil kekayaan daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang
juga harus digali secara maksimal karena hasil kekayaan daerah sendiri
memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pengaruh penerimaan
pendapatan daerah. Peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sangat
dibutuhkan karena mampu meningkatkan dan menggerakan ekonomi
daerah, peningkatan yang terjadi pada pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).
Penelitian yang di lakukan oleh Sandiago (2018) yang berjudul
“kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten
Bojonegoro” menyatakan bahwa hasil kekayaan daerah secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
H4: Penerimaan lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber lain-lain PAD seperti hasil penjualan alat berat dan bahan
jasa, bunga simpanan bank dan giro, serta penerimaan denda
kontraktor, apabila sumber-sumber tersebut digali secara maksimal
maka dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Penelitian yang
dilakukan oleh (Hafandi & Romandhon, 2020) yang berjudul
“Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, retribusi daerah, dan lain - lain pendapatan daerah yang sah
terhadap pendapatan asli daerah kabupaten wonosobo”, yang
menyatakan bahwa lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap
pendapatan asli daerah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah (X1),

retribusi daerah (X2), hasil kekayaan daerah (X3) dan lain-lain PAD (X4)
terhadap pendapatan asli daerah (Y) Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1.

Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kapaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.
Hasil kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

. Lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan menjelaskan pembahasan mengenai signifikan

antara pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Sukoharjo periode 2016-

2020, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebaiknya berkonsentrasi untuk
meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan
peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan
berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk meningkatkan kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu melakukan upaya
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mengoptimalkan pungutan jenis retribusi yang telah memilki Perda dan
mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh para juru tagih dan juga
melakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan undang-undang yang

berlaku.
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